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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Hak dan kewajiban kapal asing yang berlayar di perairann suatu negara telah diatur 

melalui beberapa instrument PerUndang-undangan yaitu UNCLOS 1982 dalam 

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002. 

Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan dengan hak lintas 

damai di laut territorial Indonesia dengan memberikan hak kepada semua kapal dari 

semua negara, baik negara berpantai maupun negara tak berpantai untuk dapat 

menikmati hak lintas damai melalui laut territorial dan perairan kepulauan 

Indonesia. Pada Pasal 12 ayat 1 PP No. 36 tahun 2002 memberikan wewenang 

kepada pemerintah untuk menerapkan skema pemisah lalu lintas dalam alur-alur 

laut untuk keselamatan pelayaran. Ayat 2 mewajibkan kepada kapal asing yang 

melaksanakan pelayaran dalam alur laut dimana telah ditetapkan skema pemisah 

lalu lintas tersebut untuk mematuhi penggunaan skema pemisah lalu lintas tersebut. 

2. Penangkapan kapal tanker MT Horse Iran dan MT Freya Panama terjadi karena 

pelanggaran atas hak lintas transit pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) 

karena telah mematikan sistem identifikasi Automatic Identification System (AIS) 

dan peraturan nasional Indonesia tentang kegiatan STS Transhipment tanpa izin dan 

di luar area yang diatur menurut undang-undang Indonesia, dan dua kapal tanker 

tersebut melakukan pemindahan minyak secara illegal dengan melanggar UU No. 

17 tahun 2006 tentang Kepebeanan dan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. 

Selain itu dua kapal tanker tersebut juga menyembunyikan identitas kapal yang 

ditutup dengan kain dan jarring serta tidak mengibarkan bendera negaranya dengan 

melanggar UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Kedua nahkoda kapal tanker 
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tersebut dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara, dan Kapten MT Frya Chen 

Yo Qun untuk membayar denda 2 miliar rupiah (US$ 14.00) karena telah 

membuang minyak secara illegal di perairan Indonesia. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Negara Indonesia memiliki hak dan kewajibannya sebagai negara kepulauan yang 

mempunyai yurisdiksi serta kedaulatan penuh atas laut territorialnya serta dalam 

penetapan alur lintas bagi kapal asing yang melalui laut territorial dan perairan 

kepulauan. Penetapan ini harus dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 

secara internasiomal berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diusulkan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti IMO (Internasional Maritime 

Organisation) sebagai organisasi internasional. Selain itu Indonesia harus mengkaji 

ulang PP No. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam 

Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia terkait dengan kesesuain 

dengan UNCLOS 1982, jika nantinya ditemukan ada hal yang tidak sesuai dengn 

ketentuan internasional atau aturan yang dapat merugikan Indonesia yang dapat 

mengancam stabilitas Indonesia sebagai negara kepulauan, dapat diantisipasi dengan 

secepatnya. 

2. Pemerintah Indonesia perlu lebih menerapkan aturan atau pengawasan terhadap AIS 

kapal yang melintas di perairan Indonesia, serta pemerintah melalui BAKAMLA 

perlu memperketat pengawasan sehingga tidak ada kapal yang melanggar PP No. 36 

tahun 2002 yang melintas di perairan Indonesia.  
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